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ABSTRAK

MUHAMMAD MARZUKI, NIM. 98383175, MEKANISME PASAR:
STUDI ATAS PERAN PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Dari kondisi ekonomi pasar yang semakin mengglobal, dan dihidupkannya
kembali pasar bebas sebagai jalan menuju pembangunan ekonomi, membuat
persoalan eksistensi pemerintah dalam perekonomian, khususnya mekanisme pasar
perlu diangkat kembali, sejaunh mana campur tangan pemerintah dalam mengatur
mekanisme pasar dan bagaimana dengan pandangan Islam sendiri ? Sepertinya akan
terus menjadi perbincangan dalam pemikiran ekonomi, di mana sebagian negara saat
ini sudah mulai mempersiapkan diri ke arah persaingan bebas yang disebut pasar
bebas

Fakta bergulimya pasar bebas di era globalisasi saat ini yang melatar
belakangi keinginan penyusun untuk melakukan studi tentang pandangan hukum
Islam terhadap peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian kepustakaan (Library Reseach ). Karena penelitian yang akan
dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan dan mendukung penelitian
dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Kesimpulan penelitian ini adalah : Pemerintah atau negara dalam Islam
berfungsi sebagai pem1lmpm yang memiliki tanggungjawab untuk menegakkan amar
ma 'ruf nahi munkar Kepemimpinan yang merupakan manisfestasi dari eksistensi
negara atau pemerintah ada!ah mewuiudkan perannya dalam bentuk pengarahan dan
pembinaan vang didasarkan pada ajaran-ajaran syari‘ah. Mekanismc pasar yang
dipercaya oleh sebagian pemikir ekonomi dapat memberikan keadilan ekonomi dan
mensejahterakan masyarakat harus ditinjau kembali, karena dalam realitasnya
mekanisme pasar tidak mampu menjamin dirinya ke arah persaingan mumi, yakni
tanpa adanya monopoli, oligopoli, penimbunan barang, riba, dan seterusnya. Islam
tidak menolak mekanisme pasar yang dilandasi oleh kebebasan individu, selama
kebebasan ekonomik oleh individu tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar
ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syari' ah. Kebebasan ekonomik yang
menjurus dalam bentuk eksploitasi dan ketidakadilan terhadap sesame manusia dan
masyarakat merupakan dasar legalitas intervensi pemerintah dalam pasar, karena
dalam pandangan hukum Islam pemerintah bertanggungjawab dalam mewujudkan
kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan yang terjadi dalam masyarakat.

Kata kunci : Mekanisme pasar
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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Ketgrangan
| alif Tidak dilambangkan Tidak/dilambangkan
e ba‘ b
< [ t ]
< | sa § | s(dengan titik di atas)
— 1k \af .
z ha‘ h h (dengan titik di bawah)
‘C kha' kh -
> dal d
E zal z z (dengan titik di atas)
B ra‘ r -
B zai zZ -
o sin $ -
o syin sy -
P sad $ $ (dengan titik di bawah)
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P dad d d (dengan titik di bawah)
b ta' t t (dengan titik di bawah)
b za' z 7 (dengan titik di bawah)
t ‘ain ¢ koma terbalik
't gain g s
) fa* f .
A qaf q -
4 kaf k -
J lam 1 =
¢ mim m -
J | Do | n 1 |
| | 1 = l
3 wawu w -
—A ha’ h -
I : apostrof  (tetapi  tidak
¢ hamzah 3 dilambangkan apabila ter-
letak di awal kata)
3 ya' y :
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong,

a. Vokal Tunggal

1.




Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— Fathah a a
B Kasroh i i
: Dammah u u
Contoh:
S - kataba 2d; - yazhabu
Jow swila S5 - Zukira
b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
S , Fathah dan ya ai adan i
) / ------ Fathah dan wawu au adanu
Contoh:
&.S"- kaifa J 32 hatla
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ o~ Fathah dan alif atau alif” a a dengan garis di atas
Maksurah



(S -somoms Kasrah dan ya i i dengan garis di atas

u dengan garis di atas

(=]

9 dammah dan wawu

J\-; - qala J,} - qila

() - rama J s&- yaqulu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah (t).

b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati alau mendapal harkal sukun, iransliterasinya
adalah (h)
Contoh; d>elb- Talhah

¢. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: &3-| 4.5 ¢, - raudah al-Jannah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

xi



dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.
Contoh: LY _ - rabbana
?v-’d - nu’imma
Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “J)”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti oleh qomariyyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Cotoh : J-’-:S‘ — ar-rajulu
Sv\-g:-«-“ — as-sayyidatu
b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf gomariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai
dengan  aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf gomariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda sambung (-)
Contoh: V'w‘ - al-qalamu IV aljalalu

C:ﬂ-'\ej‘ - al-badi’u
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7. Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh :
(s - syai’un <l - umirty

¢ )\ - an-naw’u O 945U - ta’khuziina

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,

ditulis tcrpisah. Hanya kata-kala terientu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

b N b & o) 4 - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin atau

Wa innallaha lahuwa khairur- razigin
Ol J,i“ | 40 jB - Fa ‘aufu al-kaila wa al mizana atau

Fa ‘auful — kaila wal — mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
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10.

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :

J g NI 3 - wa ma Muhammadun illa Rasul

u«l.;JJ B2y ot J}T :)\ - inna awwala baitin wudi’a linnasi
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh :

i P cﬁﬁ 3 A * o~ - nasrun minallahi wa fathun gorib

\.:.,A.* A A - lillahi al-amru jami’an

Bagi mercka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar dapat digambarkan sebagai arena pertukaran di mana individu dan
kelompok berusaha untuk memaksimalkan keuntungan atau manfaat.’ Pengertian
pasar ini sesuai dengan aktivitas yang terjadi di pasar, di mana pembentukan
harga dari suatu barang terjadi di pasar melalui mekanisme tertentu. Dalam
mekanisme ini terdapat dua kekuatan pokok yang saling berintraksi, yaitu
penawaran dan permintaan dan barang yang bersangkutan. Kekuatan ekonomi
yang bekerja di masyarakat tersalurkan melalui dua kekuatan pokok tersebut.
Proses bekerjanya dua kekuatan pokok itulah yang disebut dengan mekanisme
pasar. Apabila tidak ada kekuatan lain yang mengganggunya, mekanisme pasar ini
akan mengatur proses perekonomian secara otomatis. Mekanisme pasar inilah
yang sebenarnya dimaksudkan oleh Adam Smith sebagai the invisible hands atau
pasar persaingan sempurna.’

Dari penjelasan ini, makna mekanisme pasar kadang dinamakan juga
dengan “mekanisme harga”, atau “sistem harga:”. Bekerjanya mgkanisme harga
dalam pasar dapat terjadi secara alamiah tanpa harus ditata oleh siapapun

termasuk pemerintah. Ini sesuai dengan teori Adam Smith tentang mekanisme

! Dawam Raharjdo, “Negara dan Pasar dalam Perspektif Kapitalis”, Jurnal Media
Inovasi. No. 2 Th. X, (2000), him. 31.

2 Sudarsono, Pengantar Ekonomi Mikro, cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), him. 220



pasar dan pasar persaingan sempurna yang sering disebut dengan teori klasik yang
mengutamakan kebebasan individu dalam perekonomian.

Dalam perekonomian yang lebih terbuka, harga dan mekanisme pasar
digunakan sebagai alat paling ampuh untuk mengalokasikan sumber daya.
Negara-negara yang menggunakan ekonomi pasar dalam pembangunan
ckonominya membuktikan pertumbuhan ekonomi yang maju, sedangkan negara-
negara yang mengabaikan mekanisme pasar ambruk, atau tertatih-tatih dalam
melaksanakan pembangunan ekonominya.

Keampuhan mekanisme pasar sempat mendapat tantangan sewaktu
terjadinya depresi besar-besaran tahun 30-an. Sejak itu orang percaya pada
preskripsi Keynes, bahwa pemerintah perlu ikut campur tangan untuk membawa
perekonomian ke arah yang diinginkan. Tetapi ajaran Keynes mu
kembali, karena teori-teori vang dikembangkan tidak herhasil mengatasi masalah-
masalah ekonomi pada tahun 70-an dan 80-an. Tahun 80-an dapat dikatakan
sebagai titik balik bagi kebijaksanaan ekonomi, dari kecenderungan pemerintah
untuk terlibat langsung dalam perekonomian pada pengelolaan perekonomian
melalui mekanisme pasar.’

Bukti lain yang dapat diberikan ialah surutnya gagasan welfare state di
mana-mana. Setelah perang dunia kedua negara-negara Eropa Barat pernah giat
melaksanakan gagasan welfare state, di mana pemerintah memegang peranan
sentral dalam menciptakan sistem jaminan sosial di berbagai bidang. Gagasan

seperti ini mencapai kejayaannya tahun 60-an. Tetapi kemudian, gagasan ini surut

? Sudarsono, Pengantar Ekonomi Mikro, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), him. 230.



dengan sendirinya setelah negara-negara tersebut mengalami laju pertumbuhan
ckonomi yang relatif sangat lamban pada tahun 70-an. Akhirnya, diprakarsai oleh
Inggris dan Jerman, negara-negara tersebut melakukan program-progam
pengurangan pengaturan, dan campur tangan pemerintah.*

Pada era global saat ini, ekonomi pasar bebas’ kembali menjadi perhatian
para pemikir ekonomi. Namun diakui penerapan pasar bebas banyak menemukan
hambatan-hambatan. Akhirnya negara-negara industri kemudian menerapkan
sistem pasar bebas berskala regional. Misalnya, di kawasan Asia Pasifik didirikan
badan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (4sia Pacific Economic Council, APEC).
Di wilayah Asia muncul badan Asian Free Trade Area (AFTA). Di kawasan
Amerika muncul North American Free Irade Area (NAFTA). Pada tanggal 15
Desember tahun Q03 WdlEEmouay’ telah AEEENEIEEN scbuat perjanjian
perdagangan bebas. General Agreement on Tariff and Trade vang melibatkan
tidak kurang dari 177 negara.’

Sampai putaran Uruguay ini membuktikan, bahwa semakin kuatnya arus

untuk menyerahkan perekonomian pada kekuatan mekanisme pasar, bahkan

memaksa banyak negara untuk menswastakan BUMN-BUMN yang dulunya

4 Ibid., him. 231.

Sistem ekonomi pasar bebas adalah sistem ekonomi yang mempercayakan
keberlangsungan aktivitas ekonomi pada pasar di mana di dalamnya setiap individu bergerak
mengejar kepentingan dirinya (self interesf) masing-masing yang kemudian berbagai kepentingan
diri yang ada akan diatur oleh mekanisme “persaingan” sebagai konsekuensi dari adanya
pertentangan-pertentangan yang terjadi antara individu. Dalam hal ini menurut Adam Smith, setiap
individu bergerak menuju kepentingan dirinya masing-masing dengan dibimbing oleh sebuah
tangan tak terlihat (invisible hand) yang kemudian tanpa disadari kan memajukan kepentingan
umum. Adam Smith, 4n Inquiry into the Nature an Causes of the Wealth of Nation, (New York:
The Modern Library, t.t.), hlm. 14.

® Ibid., him. 233.



dipegang dan dikendalikan pemerintah. Kalau dulu ada istilah perdagangan
bilateral, maka sekarang sifat perdagangan menjadi multilateral. Hal ini
merupakan bukti sampai saat ini, bahwa mekanisme pasar tetap dipercaya sebagai
solusi dalam memecahkan persoalan ekonomi kontemporer, walaupun pada
akhirya posisi pemerintah dalam mekanisme pasar akan dipersoalkan.

Dalam Islam, ketika melihat aktivitas ekonomi, tentunya tidak terlepas
dan dasar-dasar moral yang telah ada dalam al-Qur’an dan Hadis. Dimensi moral
harus dipertimbangkan pertama kali ketika melihat persoalan ekonomi, karena
penegakkan moral merupakan bagian penting dari syari’ah. Dari sini fungsi
pemerintah harus benar-benar disesuaikan dengan apa yang menjadi landasan

syari’ah.

hanya akan melahirkan ketidakharmonisan antara kepentingan individu dan sosial
Terciptanya permainan bisnis yang tidak schat, seperti monopoli, oligopoli,
penimbunan barang dan seterusnya, merupakan bentuk distorsi moral dalam
perekonomian Islam. Yusuf Qaradawi menyatakan, bahwa Islam mengajarkan
sistem pasar bebas, tetapi Islam tidak mentolerir sistem dan praktek yang
mengacau sistem pasar tersebut.’

Kaitannya dengan gejolak perekonomian seperti ini, peran pemerintah
dalam Islam pernah dibahas oleh para ulama dan pemikir Islam, diantaranya
adalah Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan, bahwa pengawasan atas sektor

ekonomi, termasuk pasar adalah tanggungjawab pemerintah. Namun walaupun

7 Choirul Fuad Yusuf, “Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global”,
Ulumul Qur'an No. 3 VII/1997, him. 18



demikian, Ibnu Taimiyah tidak menyukai campur tangan pemerintah dalam pasar,
ketika mekanisme pasar berjalan alamiah (normal), yakni tidak adanya manipulasi
dalam pasar.®

Selain Ibnu Taimiyah, pemikiran tentang konsep peran pemerintah dalam
Islam juga dibahas oleh Umer Chapra, seorang ekonom kontemporer Islam.
Bahwa peranan pemerintah menurut Islam adalah suatu peranan positif, di mana
pemerintah mempunyai tanggungjawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan
bagi semua, dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan
sosial, mempertahankan kereta ekonomi untuk tetap berjalan di atas jalur yang
telah disepakati, mencegah penyelewengan yang dibuat oleh pribadi maupun

kelompok yang merugikan masyarakat banyak, serta mengarahkan pembangunan

Dari kondisi ekonomi pasar yang semakin mengglobal, dan dihidupkannya
kembali pasar bebas sebagai jalan menuju pembangunan ekonomi, membuat
persoalan eksistensi pemerintah dalam perekonomian, khususnya mekanisme
pasar perlu diangkat kemb&li, sejauh mana campur tangan pemerintah dalam
mengatur mekanisme pasar? Dan bagaimana dengan pandangan Islam sendiri?
Sepertinya akan terus menjadi perbincangan dalam pemikiran ekonomi, di mana
sebagian negara saat ini sudah mulai mempersiapkan diri ke arah persaingan
bebas yang disebut pasar bebas. Fakta bergulimya pasar bebas di era globalisasi

saat ini yang melatar belakangi keinginan penyusun untuk melakukan studi

Y A. A Islahi, Konsepsi Ekonomi I[bnu Taimiyah, alih bahasa Anshari Thayib, cet. I,
(Surabaya: Bina Ilmu, 1997), him. 229-230.

® Umer Chapra, Islam dan Tantangan Fkonomi, Islamisasi Fkonomi Kontemporer, alih
bahasa Nur Hadi Ihsan, cet. 1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 248.



tentang pandangan hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam mekanisme
pasar.

Karena dimensi hukum dalam Islam adalah sistem yang berguna dalam
membentuk masyarakat ideal, yakni masyarakat yang adil dan makmur.
Kemudian untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan tersebut, maka
bagaimana Islam memandang urgensi pemerintahan, kaitannya dengan urusan
masyarakat di bidang ekonomi (mekanisme pasar)? Untuk menjawabnya, kiranya
perlu ditelusuri lebih jauh lagi penjelasan tentang hal ini, baik di dalam Al-Qur’an

dan Hadist ataupun lewat para intelektual muslim.

B. Rumusan Masalah
Dari paparan di atas. maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep Islam mengenai peran pemerintah dalam mekanisme
pasar?
2. Sejauh mana legalitas peran pemerintah dalam mekanisme pasar menurut

hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep Islam tentang peran

pemerintah terhadap mekanisme pasar.



b. Menjelaskan sejauh mana campur tangan pemerintah dalam menentukan

kebijakannya terhadap mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam.
2. Kegunaan

a. Dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui secara lebih jelas, konsep
Islam mengenai peran pemerintah dalam ekonomi, terutama mekanisme
pasar.

b. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan refrensi bagi para
peneliti yang berminat pada masalah yang sama pada masa-masa yang
akan datang, serta dapat menambah khasanah pemikiran di bidang

ekonomi dan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa buku yang membahas peran pemerintah di bidang
perckonomian dalam Islam, rata-rata menerangkan, bahwa peran atau campur
tangan pemerintah dalam perekonomian merupakan suatu kebolehan. Beberapa
buku tersebut menganalisis kebolehan intervensi pemerintah sebagai suatu sarana
guna mewujudkan maqasid as-syari'ah dalam mengapai masyarakat yang adil
dan makmur, dan bahwa Islam juga pada dasarnya tidak menafikan kebebasan
dalam ekonomi selama kebebasan itu tidak melanggar ketentuan yang telah
digariskan oleh syari’ah.

Di antara buku yang dapat dikutip disini adalah karya M. Faruq An-
Nabahan, Al-Iqtishad Al-Islami, menyatakan, pemerintah mempunyai hak

intervensi terhadap individu yang dalam menggunakan hartanya mengancam



pihak lain. Intervensi dalam kasus demikian tiada lain tujuannya melindungi
target yang dicanangkan syari’ah dan melindungi kesejahteraan umum.'® Dalam
buku Daurul Qivam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami, Yusuf Qaradawi yang dialih
bahasakan oleh Zaenal Arifin mengungkapkan, adalah tujuan negara membuat
suatu badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas
ekonomi, mengadili orang yang melanggar dan menegur orang yang lalai."’

Pada buku yang lain, Al-Adalah Al-Ijtima'iyyah, yang ditulis oleh Sayyid
Qutb menegaskan bahwa politik pemerintah Islam berfungsi bukan saja sekedar
hubungan dalam tujuannya melaksanakan syari’at dengan mengikat masyarakat
dari semua sisinya, tetapi juga merealisasikan keadaan dan keseimbangan serta
membagikan hartanya sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan dalam Islam. "
angpiaiielk yasaan inddBEENSRERNEEEL. it2s perekonomian
sesungguhnya Islam mengakui kebebasan ekonomi Namun kebebasan vang
dimaksud di sini selama kebebasan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan
yang telah diajarkan oleh syari’ah. Hal inilah yang membedakan sistem ekonomi
Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Namun pada dataran pragmatis kebebasan
ekonomi ternyata sering melenceng dari aturan dan etika Islam. Kondisi ini dapat
dipahami karena Nabi SAW. sendiri pernah mengaris bawahi salah satu sifat

prinsipil manusia sebagai berikut:

' M. Faruq an-Nabahan, 4/-Igtishad Al-Islami, alih bahasa oleh Muhadi Zainudin dan
Bahauddin Noersalim, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 132-134.

" Yusuf Qaradawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa oleh Zainal Arifin,
Dahlia Husin, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), him. 252.

"2 Sayyid Qutb, Al-Adalah Al-ljtima'iyvah, aiih bahasa Afif Mohammad, cet I,
(Bandung: Pustaka, t.t.), him. 132-134.
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Tindakan-tindakan distruktif manusia inilah, baik yang disengaja maupun
tidak dalam kehidupan ekonomi khusunya, menyebabkan pemerintah harus ikut
campur tangan sebagaimana yang pernah diperankan oleh lembaga hisbah dalam
historitas umat Islam."*

M. N. Siddiqi dalam buku The FEconomi FEnterprice In Islam,
mengungkapkan bahwa Islam memberikan kepercayaan sangat besar kepada
mekanisme pasar. Kebebasan ekonomi ini diakui oleh Islam dan merupakan tiang
utama dalam pasar, karena pada dasarnya perekonomian adalah boleh dalam
Islam."

[slam memberikan kepercayaan kepada mekanisme pasar karena
mekanisme pasar mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi. Adapun masalah
pokok ekonomi adalah apa, bagaimana, dan untuk siapa suatu barang diproduksi.
Karla Poli pada buku Pengantar limu Fkonomi I menerangkan, bertemunya
pembeli dan penjual (permintaan dan penawaran) pada setiap pasar, maka
ckonomi akan memecahkan permaslahan yang dihadapai oleh pembeli dan
penjual: a) Barang apa yang akan diproduksi ditentukan oleh daya beli

(keuangan) dari konsumen. Uang yang mereka bayarkan pada perusahaan untuk

3 Abi ‘Abd-Allah ibn Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, (ttp: Dar
Thya’ al-Kutub al-Arabiyyah, 1952), I: 659, hadis no. 2043. Hadis dari Abu Zar al-Ghiffari.

" Gregory Soetiman, Studi Tentang Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Penataan
Mekanisme Pasar, Skripsi pada Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Sunan Kalijaga
Yogyakarta tahun 1996, him. 144,

' Muhammad Nejatullah Siddiqi, The Economi Enterprice In Islam, alih bahasa oleh
Anas Sidik, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), him. 85.
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barang yang mereka beli, pada akhirnya merupakan sumber dana untuk membayar
balas jasa produksi faktor produksi berupa gaji, upah, sewa, dan dividen yang
diterima konsumen sebagai pendapatan. Perusahaan didorong untuk memproduksi
barang yang mempunyai permintaan yang tinggi karena labanya besar. b).
Bagaiman barang diproduksi ditentukan oleh persaingan di antara berbagai
produsen. Satu-satunya jalan bagi produsen untuk menghadapi persaingan harga
dan memaksimumkan laba adalah dengan jalan menekan seminimum mungkin
biaya produksi dengan menggunakan metode produksi yang paling efisien.
Metode yang paling murah akan menggantikan metode yang lebih mahal.
Misalnya; mesin uap menggantikan kuda karena mesin uap dirasa lebih murah
biaya per unit kerjanya. c¢). Untuk sigpa barang diproduksi ditentukan oleh
permintaan dan penawaran di pasar faktor produksi (tanah. tenaga kerja. dan
modal). Karen pasar ini menentukan tingkat upah, sewa tanah, suku bunga, dan
laba yang kesemuanya merupakan pendapatan bagi setiap orang dan yang
membentuk pendapatan masyarakat. Oleh karena itu distribusi pendapatan di
antara penduduk ditentukan oleh sejumlah faktor seperti jam kerja perorang, luas
tanah yang dimiliki, dan harga fakter-faktor produksi seperti upah, gaji, sewa
tanah, dan sebagainya. Distribusi ini sangat tergantung pada distribusi awal dari
pemilikan harta, kemampuan yang dipelajari atau kemampuan alam, rezeki dan
ada tidaknya diskriminasi ras dan jenis kelamin. Dari sini maka mekanisme pasar

yang dibiarkan berjalan sesuai atas penawaran dan permintaan akan memberikan
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kebebasan bagi penjual dan pembeli dalam menentukan pilihan sesuai dengan
mekanisme penawaran dan permintaan. °

Terbentuknya harga lewat persaingan pasar akan membentuk harga
cenderung mendekati biaya produksi paling rendah. Pembentukan harga yang
mempunyai fungsi pengatur itu merupakan apa yang disebut Adam Smith sebagai
“kekuasaan yang tidak kelihatan” (the invisible hand) yang mengatur produksi
distribusi dan konsumsi yang luar biasa pandainya. Keyakinan akan mekanisme
pasar yang akan membawa keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan sesuai
asumsi Adam Smith, maka susunan alamiah akan berlaku dengan membawa
kebahagiaan kepada semua pihak dengan semestinya."” Namun Deliarnov
mengungkapkan pada buku Perkembangan Pemikiran Lkonomi, bahwa sebelum
memasuki abad ke-20 pada umumnya tokok-tokeh klasik maupun nec-klasik
generasi pertama tidak pernah mempersoalkan apakah pasar dalam kenyataan
kehidupan sehari-hari betul-betul mencerminkan pasar persaingan sempurna atau
tidak. Hal ini tidak dapat disesalkan sebab pada periode sebelum memasuki abad
ke-20 kegiatan produksi pada umumnya bersifat kecil-kecilan, dan jumlah
perusahaan yang berpartisipasi sangat besar.'®

Dalam situasi seperti ini maka asumsi pasar persaingan sempurna tidak

pernah dipersoalkan. Asumsi-asumsi tersebut misalnya: 1) terdapat banyak

16 Carla Poli, Pengantar llmu Ekonomi I : Buku Panduan Mahasiswa, cet. 1, (Jakarta; PT
Gramedia Pustaka, 1992), him. 93-94.

17 Komaruddin, Pengantar Kebijaksanaan Ekonomi, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993),
him. 35.

1 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1997), him. 109.
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pembeli dan penjual, 2) barang-barang yang dijual di pasar relatif sama dalam
jenis, sifat, dan mutu, 3) tiap perusahan bebas keluar masuk pasar, 4) tidak ada
pembeli maupun penjual yang mampu mengubah harga yang ditentukan oleh
pasar, 5) setiap pembeli dan penjual bertindak sebagai penerima harga (price
taker), 6) tiap pembeli dan penjual mempunyai informasi yang lengkap tentang
pasar, dan 7) tidak ada perbedaan biaya transpor di antara para penjual.

Tetapi setelah abad ke-20 para ahli ekonomi mengamati bahwa pada
kenyataannya asumsi pasar persaingan sempurna yang dianut oleh para tokoh-
tokoh klasik tidak bisa diterima begitu saja, karena banyak perusahan
monopolistik yang dapat mempengaruhi perubahan harga dalam pasar yang mana
perusahan monopolistik ini dapat menaikkan harga relatif terhadap harga
perusahaan-perusahaan pesaing tanpa kehilangan penjual ' Pada kondisi seperti
ini perusahan kecil akan selalu kalah dalam bersaing, sehingga pemerataan
pendapatan akan sulit tercapai dalam pasar.

Umer Chapra mengungkapkan kebebasan ekonomi dalam wujud
persaingan sempurna telah menjadi impian yang tidak dapat diwujudkan dalam
kenyataan dikarenakan sulitnya mencapai syarat-syarat pasar sempurna tersebut,
termasuk  ketersediaan informasi yang sempurna.’® Dengan kekurangan-
kekurangan yang dimiliki ini, maka pasar tidak dapat diyakini selalu dapat
memcahkan permasalahan ekonomi. Pemerintah mempunyai peran untuk

melengkapi kekuarangan-kekurangan pasar tersebut, seperti perangkat hukum

9 Ibid., him. 110.

* M. Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, alih bahasa Tkhwan Abidin Basr,
cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), him. 19-20.
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bagi setiap individu yang ingin mengacaukan mekanisme pasar itu sendiri, baik
dengan cara monopoli, penimbunan barang dan sebagainya yang tidak
dikehendaki oleh syari’ah.

Dari beberapa buku yang telah ditelaah oleh penyusun, maka penyusun
mengamati, ketika Islam memandang pentingnya pemerintah dalam
perekonomian, mengakui adanya “kebebasan” individu dalam aktivitas ekonomi,
dan tidak menyangkal akan proses bekerjanya mekanisme pasar, peneliti belum
menemukan buku maupun penelitian tentang ekonomi Islam yang mengkaji
secara utuh dan khusus mengenai pandangan Islam terhadap peran pemerintah
dalam mekanisme pasar.

Buku-buku dan penelitian ekonomi Islam yang telah ada hanya

telaskan secara singkat bagaimana Islam menolak dan membedakan pola

menjelask ra singkat bag

intervensi pemerintah dalam ekonomi secara umum pada sistem perekonomian

kapitalis, sosialis dan sistem ekonomi lainnya dengan ekonomi Islam.

E. Kerangka Teori

Dalam dunia modern dewasa ini, tanggungjawab pemerintah jelas semakin
berat dan konpleks di tengah gerak gelombang perckonomian dan sosial
kemasyarakatan yang dihadapkan pada dunia modern dan globalisasi, di mana
pemerintah mempunyai tugas yang semakin berat dalam mengatur berbagai
macam kepentingan dalam masyarakat yang semakin berkembang, ketika terjadi
benturan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah

dituntut untuk adil dan bijaksana dalam mensikapi permasalahan kemasyarakatan
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dalam perekonomian, sehingga hak dan kewajiban antara individu dan masyarakat
dapat berjalan dan terpenuhi dengan baik.

Konflik yang terjadi di masyarakat sering dikarenakan benturan
kepentingan antara individu ataupun kelompok dalam masyarakat, yang membuat
keberadaan pemerintah sangat dibutuhkan. Ini pernah dilontarkan oleh filosof
Jerman Hegel, ia memandang bahwa negara dan pemerintah adalah satu-satunya
institusi yang mampu mengatasi konflik dan perpecahan yang ditimbulkan oleh
civil society. Karena menurutnya, bahwa civil society itu penuh dengan konflik
dan cenderung mengacaukan masyarakat itu sendiri.?’

Adapun para pemikir Islam seperti, al-Mawardi (367-450 H./974-1058
M.), Abu Ya’la al-Farra’ (w. 458/1065), al-Ghazali (w. 505/1111), Ibnu Jama’ah
(w. 794 H /1333 H) Ibnu Taimivah (661-788 H./1263.1328 M) dan Ibnu
Khaldun (w. 808/1406) sangat menekankan pentingnya sebuah institusi negara
sebagai sebuah karakteristik agama. Misalnya Al-Mawardi, Abu Ya’la dan Ibnu
Khaldun membagi karakteristik pemerintahan menjadi dua, yaitu sebuah negara
yang didirikan berdasarkan pada akal (agliyah) dan didasarkan pada hukum
agama atau syari’ah. Model pertama dari karakteristik ini bertujuan menjaga
kepentingan bersama dari ketidakadilan perpecahan dan anarki serta diusahakan
untuk kepentingan bersama dalam urusan dunia. Sedangkan pada model kedua

dikembangkan untuk melakukan penegakkan secara positif hukum dan keadilan

?! Dawam Raharjdo, Negara dan Pasar. hlm. 30.
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didasarkan pada keimanan masyarakat. Di atas semua itu diperhitungkan sebagai
jalan bagi manusia untuk mencapai kebagahagian hidup di dunia dan di akhirat.??
Adapun menurut Jbnu Taimiyah, otoritas pemerintah diperlukan untuk

mencegah terjadinya anarki. Al-Qur’an sendiri menyatakan:

S o8 Ggeiag Demlly 09selg B ] 0ge Aol pSie oS
2 g>Jall & ) 3i I
Perintah agar diwujudkannya umat yang mengajak kepada kebaikan,
memerintah yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar dalam ayat tersebut
meliputi juga penguasa atau pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara menurut
ajaran Islam, berkewajiban mengajak rakyat untuk berbuat kebajikan, memerintah

yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar.

Dari penjelasan ayat di atas akan memunculkan kaedah:

atau Jl3 4 all
Hollall Gl e puis awlille 4

Kaedah ini diperkuat oleh ayat Al-Qur’an:

2 A. A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu T aimiyah, alih bahasa oleh Anshari Thayib, cet. 1,
(Surabaya: Bina Ilmu, 1997), him. 216

2 Ali Imran (3):104.

* Mukhar Yahya, Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh Islam, cet. 4,
(Bandung; Al-Ma’arif, 1997), him. 510-513.
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Penjelasan Al-Qur’an tentang hendaknya ada sebagian orang yang
mengajak kebaikan dan mencegah yang dilarang agama mengisyaratkan adanya
celah yang sangat memungkinkan pemerintah dalam Islam untuk turun tangan
mengatur masyarakat, termasuk dalam kehidupan ekonomi demi kepentingan dan
kemaslahatan umum sehingga terwujud tujuan syari’ah, yakni keadilan ekonomi
di tengah-tengah masyarakat. Ini sejalan dengan konsep negara harus melayani
masyarakat, hal yang telah menjadi pengertian bersama semua negara Islam
termasuk dunia.’

Pemerintah yang jelas-jelas menegakkan hukum dengan tujuan untuk
kepentingan umum dalam hal mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Pemerintah model ini harus didukung dan ditaati olech masyarakat muslim, karena

dalam Al-Qur’an dinyatakan:
27.'6.10)4%33;3 Jyj“y..gbi‘, al |3.|gbi

Dari landasan ini oleh sebagian ulama’ berpandangan, bahwa campur
tangan pemerintah adalah hal yang legal dalam Islam. pernyataan u/i/ amri adalah
mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syari’ah terhadap umat Islam,

meskipun dalam jangkauan yang lebih luas penentuan dan pembatasan syarat-

% Al-Qashash (28) : 77

% Deliar Noer, “Negara Khalifah Islamiyyah antara Konsep dan Pelayanannya dalam
Urusan Masyarakat”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Khilafah Islamiyyah,
diselenggarakan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta, 16 Mei 2000, him. 1.

%" An-Nisa’ (4) : 59.
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syarat wl/il amri, di kalangan ulama’ terdapat perbedaan pendapat, namun pada
dasarnya Islam memandang pemimpin merupakan suatu keharusan.?®

Adapun di bidang ekonomi yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Pasar
dalam dataran realitas tidak selalu memenuhi harapan bagi keadilan semua pihak
yang didasarkan pada persaingan bebas, seperti yang diajarkan oleh teori
liberalisme pasar atau invisible hand. Hasil dari persaingan buat mencapai laba
itu, dalam ekonomi persaingan kadang-kadang tidak berperikemanusiaan. Dalam
pasar tidak semua pelaku pasar bersaing dengan jujur dan beri’tikad baik. Ini
dapat dilihat dengan adanya monopoli, oligopoli, riba, penimbunan barang dalam
merusak harga pasar, serta bentuk-bentuk penipuan lainnya.

Mekanisme pasar secara objektif, pemah digambarkan oleh Ibnu
Taimivah. Ia menyatakan: “Naik dan turunnya harga tidak selalu terkait dengan
kezaliman (zu/m) vang dilakukan seseorang, sesekali alasannya adalah adanya
kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang
diminta, jadi jika membutuhkan penambahan barang sementara kemampuannya
menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan
penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, maka harga barang akan
menurun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan
seseorang, bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan,

atau sesekali bisa juga diakibatkan ketidakadilan.”

%8 Dawam Raharjdo, Nagara dan Pasar, him. 36.

BAA Islahi, Konsepsi, hlm. 104.
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Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menerangkan, bahwa harga yang adil atau
keuntungan yang adil dalam pasar adalah harga atau keuntungan normal yang
secara umum diperoleh dari berbagai macam modal perdagangan tanpa saling
merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa,
bersifat komplimatif, atau situasi di mana masyarakat tidak mengambil peduli
pada kondisi pasar yang ada.”

Dari pandangan Ibnu Taimiyah imi dapat diambil penjelasan, bahwa
mekanisme pasar yang didasari hukum pemasaran dan permintaan yang
memunculkan harga normal (adil) merupakan bekerjanya mekanisme pasar yang
menciptakan keadilan bagi semua pihak. Selama setiap orang bebas untuk

mengejar keinginannya sejauh tidak melanggar aturan keadilan dan tidak akan

melakukan kecurangan dalam merath keinginan itu, maka mekanisme pasar akan
mewujudkan dirinva pada sistem ekonomi vang paling baik.

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang konsep pasar dilihat dari segi
permintaan dan penawaran mempunyai persamaan dengan pandangan para ahli
ekonomi yang selalu membayangkan bahwa suatu pasar adalah pertemuan antara

permintaan yang di wakili oleh apa yang di kehendaki konsumen dan penawaran

yang diwakili oleh apa yang dikehendaki produsen.’’

30 1bid., him. 100.

3! Dalam pandangan Alfred Marshall seorang ekonom dari Mazhab Cambridge, bahwa
harga terbentuk sebagai integrasi dua kekuatan di pasar. penawaran dari pihak produsen dan
permintaan dari pihak konsumen. Integrasi kedua kekuatan tersebutlah yang menentukan harga di
pasar, bukan produsen saja, atau konsumen saja, tetpi kedua-duanya. Kalau permintaan dan
penawaran diibaratkan dengan dua sisi mata gunting, maka yang memotong kertas bukanlah sisi
gunting sebelah atas atau sisi gunting sebelah bawah, akan tetapi hasil jepitan kedua mata gunting
secara simultan. -Pertemuan antara permintaan dan -penawaran yang menentukan harga yang
terbentuk di pasar. kalau harga yang terbentuk di pasar lebih besar dari biaya-biaya yang
dibutuhkan untuk menghasilkan barang, berarti perusahaan dalam jangka pendek memperoleh
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Penemuan besar ahli ekonomi abad kedelapan belas mengungkapkan
bahwa sistem hargalah yang melakukan sekaligus merupakan suatu mekanisme
kontrol sosial, karena dalam suatu sistem pasar segala sesuatu, baik itu komoditi
maupun jasa pasti mempunyai harga. Sistem harga memungkinkan keputusan
diambil secara desentralisasi di bawah pengawasan ribuan produsen dan
konsumen, walaupun begitu tetap terkoordinasi. Proses inilah yang dinamakan
Adam Smith sebagai “tangan tak kelihatan”.

Dalam ekonomi bebas, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga
normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat
kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Jadi keseimbangan antara pembeli (dalam
mengkonsumsi suatu komoditi) dengan penjual (dalam menyuplai barang

tersebut) ditentukan oleh harga normal_ dan inilah vane disebut “titik skuilibrium

q

N kx4 2
penawaran dan permintaan” °

Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikan harga dan
mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Manakala
kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai, maka
ketidaksesuaian ini karena adanya persaingan yang tidak sempurna (imperfect

competition) di pasar. Sementara di pasar persaingan sempurna, perusahaan-

keuntungan. Tetapi dalam jangka panjang keadaan akan kembali normal. Sebab, keuntungan yang
dinikmati perusahaan tersebut akan menarik perusahaan-perusahaan lain masuk pasar makin
banyak perusahaan masuk pasar berarti semakin banyak pula produksi dan penawaran. Kelebihan
penawaran atas permintaan akan memaksa harga turun, dan keadaan kembali pada situasi semula.
Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, him. 106; Boediono, Ekonomi Mikro, ed. 2,
(Yogyakarta: BPFE UGM, t.t), him. 43.

32 paul A Samuelson, Economics, alih bahasa Jaka Wasana, (Jakarta: Erlangga, 1989),
him.55
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perusahaan tidak bisa mempengaruhi harga (price taker).*® Artinya penjual barang
yakin bahwa mereka dapat menjual sebanyak mungkin yang mereka kehendaki
pada harga yang berlaku dan tidak dapat mempengaruhi harga yang mereka terima
atas produk yang mereka jual **

Teori pasar yang didasari atas berjalannya mekanisme permintaan dan
penawaran seperti di atas merupakan kondisi pasar yang dapat dijadikan konsep
yang ideal, namun konsep penawaran dan permintaan ternyata masih mempunyai
kelemahan, karena pada dataran realitas pasar masih sulit untuk mewujudkan
bentuknya yang sempurmna dan alamiah. Kadang untuk memperoleh laba yang
sebesar-besarnya, ada produsen atau pengusaha (absentee ownership) tidak segan-

segan mematikan usaha pengusaha sungguhan yang memperoleh keuntungan

produk-produk dari perusahaan-perusahaan pesaing tersebut tidak laku. Setelah
pesaing mati dan keluar dari pasar biasanya mereka kembali menaikkan harga dan
memperoleh laba sangat besar (excessive profit).

Dengan monopoly power yang ada di tangan mereka juga sering
mengurangl pasokan (supply) barang-barang, sehingga harga melambung tinggi,
dan lagi-lagi penerimaan penerima keuntungan melebihi kewajaran. Dengan
singkat, uang dan modal di tangan pengusaha pemangsa lebih sebagai alat
pengeksploitasi keuntungan sebesar-sebesarnya dari pada sebagai asser yang

dikelola dengan efisien untuk memuaskan kebutuhan konsumen sebagaimana

3 Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Dasa-Dasar Ekonomi
Islam), alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), him. 149.

3 paulR. Krugman dan Manrice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan,
alih bahasa Faisal H. Basri, ed. 2, cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), him 150.



21

yang terjadi di dalam perusahaan sungguhan.”> Usaha-usaha seperti ini dalam
pandangan Islam merupakan bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam mencari
keuntungan di pasar karena merupakan usaha yang tidak fair dan merugikan pihak
lain, dan masyarakat secara keseluruhan.

Al-Qur’an sendiri sangat menekankan terwujudnya keadilan, maka sangat
natural untuk mempergunakan gagasan ini sehubungan dengan pasar, khususnya
dengan harga. Karena itu Rasulullah SAW selalu mengutamakan dalam
berdagang di atas kepercayaan pelanggan. Artinya terbentuknya harga karena
kecurangan, seperti riba, penimbunan barang (iAtikar), monopoli dan sejenisnya
adalah penyimpangan dari koridor alamiah mekanisme pasar.*®

Bergeraknya mekanisme pasar yang tidak selalu dalam bentuk alamiahnya
dalam mewutudkan keadilan, memungkinkan pemerintah untuk menegakkan
nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan perseorangan dan masyarakat serta
menjamin terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan
masyarakat. Sebab negara menurut Islam berkewajiban menjamin tegaknya
keadilan. Kemudian untuk melaksanakan kewajiban itu, Islam memberikan
wewenang kepada pemerintah untuk menciptakan peraturan—peraturan, dan jika
perlu dibenarkan juga menggunakan kekuatan demi tegaknya perundang-
undangan tersebut.

Tanggungjawab pemerintah menegakkan keadilan dengan landasan

aturan-aturan yang telah diajarkan Islam dengan tujuan kemaslahatan bersama,

% Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonom, him. 136.

36 Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, cet. 3, (Yogyakarta: BPFE,
1987), him. 69.
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mengharuskan pemerintah mempunyai peran dalam perekonomian, termasuk di
dalam pasar.
Diantara tugas yang harus diemban oleh pemerintah dalam perekonomian

demi kesejahteraan masyarakat, menurut M. Faruq an-Nabahan adalah:

1. Mengawasi faktor utama penggerak ekonomi.
Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi praktik
produksi dan jual beli. Pemerintah juga harus melarang praktik yang tidak
benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, penimbunan, atau pada sistem
harga.

2. Menghentikan mu’amalah yang diharamkan.
Yang dimaksud dengan mu’amalah yang diharamkan adalah berbagai bentuk
mu’amalah vang dilarang karena berlawanan dengan azas dasar Islam vang
berdiri di atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan umum. Keharaman
mu’amalat diantaranya, seperti riba dan iatikar (penimbunan barang yang
mengakibatkan kelangkaan pasokan di pasar).

3. Mematok harga bila dibutuhkan.
Dalam hal mematok harga (fas'ir), para ulama® membagi /as 'ir menjadi dua:
Pematokan yang haram, karena ditemukan kezaliman, pematokan yang sah,
karena mendatangkan kebaikan bersama. Model pertama jelas haram dan yang
kedua jelas boleh, dan bisa berubah menjadi wajib, jika menjadi keharusan

dalam mensejahterakan masyarakat dalam pandangan syari’ah.”’

%" M. Faruq an-Nabahan, Al-Igtishad Al-Islami, hlm. 55-61.



23

Akhirnya kesimpulan yang dapat diambil adalah, bahwa pada dasarnya

Islam tidak menafikan dan menolak sistem mekanisme pasar, Islam tidak menolak

peran pemerintah dalam pasar, dan Islam tetap menganggap penting peran

pemerintah dalam menjaga keseimbangan roda ekonomi yang diwujudkan melalui

nilai-nilai syari’at Islam.

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian im1 merupakan penelitian kepustakaan (Library Reseach),
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan
informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan,
seperti buku, majalah, dan naskah-naskah lainnya. *®

Sifat Penelitian

Penelitian ni bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan,
mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang
ada.”’

Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif,

maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan

33

% Kartini Kartono, Pengantar Riset Sosial, cet. 17, (Bandung: Mandar Maju, 1996, him.

3 Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, cet. 1, (Jakarta: Bumi

Aksara, 1999), him. 26.
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data yang relevan dan mendukung penelitian.** Dalam hal ini penyusun
mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang
akan dilakukan yaitu buku-buku dan karya tulis lainnya yang membahas
intervensi pemerintah dalam ekonomi, khususnya dalam mekanisme pasar
dalam pandangan hukum Islam.

4. Analisis Data.
Analisis data merupakan langkah berikutnya setelah proses pengumpulan
data. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan makna yang terkandung
dalam data-data dengan cara pemahaman yang bersifat verstehen
(menggunakan penghayatan). Dari data-data yang berhasil dikumpulkan,
penyusun mengklasifikasikan beberapa buku yang dianggap menunjang.
Data-data tersebut merupakan buku-buku serta karya tulis lain vang
menggambarkan dan menjelaskan tentang campur tangan pemerintah
dalam bidang ekonomi terutama di dalam pasar.

5. Pendekatan
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang
mana dalam pendekatan ini penyusun berusaha menggambarkan dan
menguraikan ~ sumber-sumber penelitian apa adanya dan kemudian
menganalisa sumber-sumber tersebut agar dapat dipahami dengan mudah,

karena agama itu sendiri diturunkan untuk dipahamai sesuai dengan

40 Husaini, Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, cet. 3, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2000), him. 81.
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kepentingan sosial.*! Dengan pendekatan deskriptif analitis ini, penyusun
berusaha mencari pemahaman baru mengenai pandangan tentang peran

pemerintah terhadap mekanisme pasar perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pemabahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab,
dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab.

Adapun Bab 1 berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam
mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari lima
sub bab, diantaranya: latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya Rab 11 akan dibahas mengenai kosep Islam mengenai negara
dan pemerintah. Untuk mendapat gambaran yang lebih luas tentang negara,
pemerintah dalam pandangan Islam, bab II ini akan dibagi menjadi empat sub-bab
yang akan melengkapi pemahaman tentang negara dan pemerintah dalam
pandangan Islam secara lebih komprehensif, diantaranya: landasan pendirian
negara dan pemerintahan dalam Islam, lembaga-lembaga pemerintahan, tugas
pemerintahan dalam Islam, pandangan peran pemerintah dalam ekonomi, yang
akan dibagi lagi menjadi dua anak sub bab: pandangan Ibnu Taimiyah dan Umer
Chapra.

Kemudian untuk lebih mengkhususkan permasalahan peranan pemerintah

dalam perekonomian, bab III akan membahas mengenai gambaran umum

*! Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, cet. 5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998),
him. 41.
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mekanisme pasar dalam Islam, yang akan dibagi menjadi empat sub-bab,
diantaranya: pengertian mekanisme pasar, harga dalam pasar, kebebasan individu
dalam pasar, dan macam-macam pasar, yang dibagi menjadi dua sub-bab: pasar
sempurna dan pasar tidak sempurna.

Berikutnya dalam Bab IV akan dibahas peran pemerintah terhadap
mekanisme pasar dalam pandangan hukum Islam yang sekaligus sebagai analisis
terhadap Bab II dan Bab III. Bab empat ini akan dilengkapi dengan dua sub-bab,
diantaranya: legalitas campur tangan pemerintah dalam hukum Islam, regulasi
harga dalam mekanisme pasar menurut hukum Islam, segi positif dan negatif
campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar menurut Islam.

Akhirnya setelah merampungkan Bab IV akan sampai pada Bab V, yaitu



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

[

Pemerintah atau negara dalam Islam berfungsi sebagai pemimpin yang
memiliki tanggungjawab untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.
Eksistensi negara atau pemerintahan merupakan suatu keharusan (wajib)
dalam Islam, karena Nabi SAW. pernah bersabda, Jika ada dua orang yang
melakukan perjalanan, maka hendaklah salah seorang menjadi pemimpin. Para
ulama Islam menyandarkan keharusan adanya peran pemerintah ini kepada
firman Allah SWT; Hendaknya terdapat di antara kalian menyeru kepada

kebaikan dan melarang kemunkaran. Kepemimpinan yang merupakan

manisfestast dari eksistensi negara ata h

v &

nemerintah adalah mewuiudkan
perannya dalam bentuk pengarahan dan pembinaan vang didasarkan pada
ajaran-ajaran syari’ah. Selain itu, pemerintah dalam Islam juga mempunyai
peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir dan batin yang
merupakan alasan bolehnya peran pemerintah dalam pasar.

Meckanisme pasar yang dipercaya oleh sebagian pemikir ckonomi dapat
memberikan keadilan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat harus
ditinjau kembali, karena dalam realitasnya mekanisme pasar tidak mampu
menjamin dirinya ke arah persaingan murni, yakni tanpa adanya monopoli,
oligopoli, penimbunan barang, riba, dan seterusnya. Islam tidak menolak
mekanisme pasar yang dilandasi oleh kebebasan individu, selama kebebasan

ekonomik oleh individu tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar
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ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syari’ah. Kebebasan ekonomik yang
menjurus dalam bentuk eksploitasi dan ketidakadilan terhadap sesama
manusia dan masyarakat merupakan dasar legalitas intervensi pemerintah
dalam pasar, karena dalam pandangan hukum Islam pemerintah
bertanggungjawab dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan
kerusakan yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah dalam tugasnya
mewuyjudkan kemakmuran rakyatnya berhak mengeluarkan kebijakan-
kebijakan yang di pandang perlu untuk menopangnya. Intervensi Pemerintah
dalam masalah regulasi harga merupakan wujud nyata pada pengendalian
harga. Para pemikir Islam dalam hukum regulasi harga di pasar terbagi
menjadi, yang tidak membolehkan dan yang membolehkan. Namun jika
melihat tujuan dari masing-masing pendapat itu mempunvai tuiuan vang sama
vaitu demi menghtlangkan kerusakan vang terjadi di antara pelaku pasar.
Ketimpangan harga di pasaran yang berakibat adanya pihak yang dizhalimi
mengharuskan adanya campurtangan pemerintah. Hukum Islam memberikan
otoritas kepada pemerintah dalam batasan-batasan tertentu untuk terciptanya
rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sebab bekerjanya mekanisme
pasar yang merupakan bagian bekerjanya mekanisme harga tidak selalu dapat
diharapkan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya pemerintah
diperbolehkan menetapkan harga di pasar ketika seseorang merusak sistem
harga yang alami, yang mana harga terbentuk melalui mekanisme permintaan

dan penawaran.
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3. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi akan selalu dibutuhkan untuk
tetap menjaga roda perekonomian yang sehat dan tetap menjaga bekerjanya
mekanisme pasar yang alamiah sesuai dengan dasar-dasar keadilan dan
kesejahteraan bersama. Tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat, mewujudkan kesejahteraan dengan meningkatkan kualitas hidup
merupakan sebagian dari peran positif pemerintah dalam mewujudkan
masyarakat yang dicita-citakan. Namun campur tangan pemerintah akan
merugikan masyarakat bilamana pemerintah bertindak sewenang-wenang dan
jauh dari ajaran Islam. Islam menerima mekanisme pasar bebas dalam kondisi
normal dan bila pemerintah melakukan campur tangan, maka dapat merusak
prinsip kebebasan ekonomik yang merupakan prinsip dasar perekonomian

I<lam

B. Saran-saran

Sebagai agama rahmatan [il alamin, Islam telah memberikan dasar-dasar
aturan yang jelas kepada umat manusia dalam menjalani semua aspek kehidupan.
Termasuk bagaimana scorang manusia harus hidup berdampingan dengan
manusia lainnya. Namun sebagian dari manusia ingin menguasai dan menindas
manusia lain, serta sebagai perusak di muka bumi. Oleh karenanya harus ada
sistem aturan yang mampu untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan
tersebut. Dan dalam mewujudkan aturan yang kuat itu Islam telah memberikan
wewenang kepada pemerintah atau negara untuk mengatur masyarakat. Karena

pemerintah merupakan lembaga yang dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi
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munkar dengan kekuasaan yang dimilikinya. Ia melaksanakan dan menegakkan
hukum. Namun yang harus diperhatikan juga, bahwa Islam-pun memerintahkan
kepada rakyat untuk meminta pemerintah melakukan ma’ruf dan mencegah
mereka dari perbuatan munkar. Salah satu kemunkaran yang harus dicegah rakyat
adalah kezaliman dan penindasan. Di bidang ekonomi, pemerintah sering tidak
berpihak pada kaum miskin yang tidak mampu bersaing dalam aktivitas pasar.
Kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam pasar ternyata sering kali
tidak adil, yaitu menguntungkan orang-orang kaya yang dapat menguntungkan
pemerintah. Maka termasuk menjalankan amar ma'’ruf nahi munkar adalah

mengontrol pelaksana kekuasaan.
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BABI

Sesungguhnya Allah SWT memaafkan dari umatku
kesalahan (yang tidak sengaja) dan kealpaan serta
perbuatan-perbuatan yang dipaksakan atas dirinya.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru
kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Kemudharatan itu harus dilenyapkan / menolak
kerusakan harus didahulukan dari pada menark
kemaslahaan.

Sungguh Allah itu tidak senang kepada orang-orang
yang membuat kerusakan.

| Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri |

| di antara kamu.
BAB Il

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil
dan berbuat kebajikan.

Wahai manusia, sesungguhnya Kami mencipatkan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia
kamu.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru
kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang
munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil
dan berbuat kebajikan.

BAB III

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil
dan berbuat kebajikan.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka di antara kamu.

Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang
telah diperbuatnya.

Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat
zarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya —
Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan
| seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat g
| balasannya. |

Asal sesuatu adalah boleh.
Kemudharatan itu harus dilenyapkan.

Orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga
membumbung tinggi, maka tetapkan harga kepada
kami. Rasulullah menjawab: Sesunguhnya Allah-
lah yang menentukan  harga, Dia-lah yang
menyempitkan, melapangkan, dan  yang
memberikan  rizki. Dan sesungguhnya aku
(Rasulullah SAW) mengharapkan pertemuan
dengan Allah dan tidak ada seorangpun yang
terzalimi karena aku.

BAB IV

Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna
karenanya adalah wajib adanya.

Dalam jangka panjang kita akan mati.
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| dengan suka sama suka di antara kamu.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru
kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuikan
dengan kemaslahatan.

Tiap kamu adalah pemimpin (pemelihara) dan tiap
kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang
kepemimpinan kamu.

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada
menarik kemaslahaan.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru

| munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya Allah menvuruih kamu herlaku adil
| dan berbuat kebajikan.

|

Dan berbuat baiklah kepada orang lain
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepdamu,
dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang berbuat kerusakan.

Sesunguhnya Allah-lah yang menentukan harga,
Dia-lah yang menyempitkan, melapangkan, dan
yang memberikan rizki. Dan sesungguhnya aku
(Rasulullah SAW) mengharapkan pertemuan
dengan Allah dan tidak ada seorangpun yang
terzalimi karena aku.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
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BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abu al-A’la al-Maududi

Maududi dilahirkan pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321) di
Aurangabad India Selatan dan berasal dari keluarga syarif (keluarga tokoh muslim
di India Utara) dari Delhi yang bermukim di Deskan. Ia sempat berkiprah dalam
Dar al-Islam sebuah proyek pendidikan di Punjab yang semula diprakarsai
Muhammad Igbal. Namun ketertarikan dan perhatian yang sangat besar terhadap
politik memalingkan perhatiannya dari Dar al-Islam. Momentum dari aksi politik
Maududi adalah berdirinya Jama’at al Islami pada tahun 1941 Ketika India
pecah, Maududi bersama bersama 385 anggota Jama’at al Islami memilih
Pakistan dan mendirikan markas di Lahore. Melalui Jama’at al Islami Maududi
banyak berkiprah dalam perpolitikan Pakistan, sejak pemerintahan Ayub Khan
sampai Zia’ul Haq. Maududi meninggal di Bufallo, New York, pada 22
September 1979 dan dimakamkan di Lahore.

Adam Smith, 1723-1790.

Adam Smith dilahirkan di Kirkaldy (Skottandia) pada tahun 1723. Waktu
1tu apa yang disebut “revolusi industri”. Selesai studi filsafat di universitas Oxford
ia menjadi guru besar dalam filsafat moral di Glasgow. Pernah ia mendapat
kesempatan perjalanan ke Prancis di mana ia sempat bertemu dengan Quesnay
dan Turgot. Banyak ide yang diperolehnya dari mereka itu, yang kemudian
dikombinasikannya dengan buah pikirannya sendiri. Itulah yang akhirnya yang
membuahkan suatu teori umum tentang kegiatan ekonomi, yang dituangkan dalam
bentuk sebuah buku The Wealth of Nations. Pokok persoalan yang dibahasnya
adalah: apa yang menentukan tingkat kemakmuran suatu bangsa, dan bagaimana
taraf kemakmuran rakyat dapat ditingkatkan dan didistribusikan. Karya Adam
Smith ini meletakkan dasar ilmu ekonomi, dalam arti merumuskan pokok-pokok
masalah, pengertian-pengertian dasar dan kerangka berpikirnya, yang oleh para
pengikutnya dikembangka lebih lanjut menjadi teori ekonomi modern. Ulasannya
mengenai “the invisible hand” yaitu mekanisme harga di pasar bebas yang
mengatur seluruh kegiatan ekonomi mayarakat sampai sekarang masih dapat
ditemukan kembali hampir dalam setiap buku pelajaran ekonomi.

Ahmad Azhar Basyir
Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November

1928. Menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-
1995. Meraih gelar master dalam al-‘Ulum al-Islamiyah dari Universitas Kairo,

v



Mesir dengan judul tesis Nizam al-Miras fi Indianisiya, baina al-‘Urrf wa Asy-
Syari‘ah al-Islamiyyah (Sistem Warisan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan
Hukum Islam).

Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 H. atau
bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 M. Nama lengkapnya adalah Abu ar-
Rahman Ibnu Muhammad bin Khaldun. Dia keturunan Banu Khaldun yang
berasal dari suku di Arabia Selatan yang kemudian berpindah ke Andalusia
(Spanyol) pada abad ke-11 Masehi. Ibnu Khaldun melalui masa hidupnya dalam
suasana pergolakan politik yang hebat yang merupakan masa transisi kemerosotan
Islam saat itu dan dia sendiri terlibat didalamnya. Mendekati fase akhir hidupnya
dia menulis sebuah karya besar yang kemudian dikenal dengan nama al-
Mugaddimah yang merupakan jilid pertama dari tujuh jilid buku tentang sejarah
yang ditulisnya. Hal tersebut membuatnya dikenal sebagai seorang sejarawan,
filosof sejarah, dan sosiolog. Fase akhir hidupnya dia lalui sebagai pengajar dan
Hakim Tinggi mazhab Maliki di Mesir hingga meninggal di sana pada tahun 808
Hijriyah atau 1406 Masehi.

Thni Taimivah
DI QUL D D R 2T

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Abu al-Abbas Ahmad ibnu Abdul
Halim ibnu Abd as-Salam ibnu Abd Allah ibnu Muhammad ibnu Taimiyah al-
Harrant al-Hanbali. la lahir pada hari Senin 10 Rabi’ul Awwal 661 H. atau 22
Januari 1262 M. di Harran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat
Urfa, di bagian tenggara negara Turki sekarang. Masa-masa dimana Ibnu
Taimiyah dilahirkan merupakan masa yang penuh gejolak politik, dan merupakan
titik balik sejarah bagi dunia Islam. Hal ini karena, pada masa ini, yaitu menjelang
abad ke 7, dunia Islam dihadapkan kepada situasi kemerosotan dan kemunduran.
Ibnu Taimiyah hidup pada Dinasti Mamluk. Sebagai seorang ulama dan tokoh
Islam terkemuka, Ibnu Taimiyah merupakan salah seorang yang sangat produktif,
Berbagai karya banyak telah ditulisnya hampir mengenai setiap aspek dari Islam.
Namun, dari karya-karya yang dihasilkan tersebut, ternyata tidak seluryhnya dapat
tersimpan dengan baik. Banyak karya-karya yang hilang dan tidak mungkin
ditemukan kembali.

Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali atau lengkapnya Imam Abu Hamid Muhammad al-
Ghazali adalah seorang Persia asli. Dia dilahir di Thus (sekarang dekat Meshed),
sebuah kota kecil di Khurasan (sekarang Iran) pada tahun 450 H/1058 M. Dia
pernah menjadi guru besar hukum Islam di Madrasah Nizamiyah, di Naisabur,



yang didirikan Nizam al-Muluk, seorang gubernur sekaligus pemrakarsa pendirian
lembaga madrasah. Setelah empat tahun menjabat sebagai ahli hukum Islam,
karena sakit yang hingga membuatnya kesulitan berbicara, jabatan itu diserahkan
pada saudaranya. Kemudian melakukan pengembaraan ke berbagai tempat yang
diantaranya untuk menghindari berbagai pergulatan duniawi saat itu. Kemudian
dia mencoba kembali kepada ilmu-ilmu yang telah dikembangkannya seperti
filsafat, teologi, dan berbagai mazhab pemikiran yang berkembang waktu itu
hingga akhirnya dia mendapat kepuasan pada mistisisme atau sufisme. Karya-
karyanya antara lain: Jaya’ ‘Uliim ad-Din, Mizan al-‘Amal, al-Munqiz min az-
Zalal, dan masih banyak lagi, mencapai tujuhpuluhan buku. Imam al-Ghazali
meninggal di Thus pada tahun 505 H./1111 M.

J M. Keynes, 1883-1946.

John Maynard Keynes lahir di Cambridge, kota universitas terkenal di
Inggris. Ayahnya seorang guru besar di unversitas Cambridge itu, dan ibunya pun
lulusan universiatas yang sama. Keynes belajar matematika dan filsafat, kemudian
“terpaksa” juga belajar ekonomi (untuk bisa menjadi pegawai negeri) di bawah
bimbingan A. Marshall. Ia orang yang “serba bisa”, baik sebagai administrator,
politikus, ilmuan, penulis, dan pengusaha; ia pun anggota kelompok pujangga
terkenal dan pelindung kesenian; dan karena jasanya diberi gelar “Jord”. Karya
vang membuat namanya tersohor “The General Theory™ terbit pada tahun 1936, di
tengah-tengah kemelut depresi yang paling hebat yang pernah menimpa ekonomi
dunia. Dalam bukunya itu Keynes menjawab persoalan yang paling mencekam
waktu itu, yaitumengapa bisa terjadi depresi dalam sistem ekonomi bebas, dan apa
yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan seterusnya menghindarkan keadaaan
seperti itu. Dalam ulasannya Keynes membahsa masalah investasi dan tabungan,
kesempatan kerja dan peranan uang serta menekankan perlunya campur tangan
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